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PUTUSAN
Nomor 0038/Pdt.G/2016/PA.Mto.

اللهالله الله بسماالرحمنالرحيماللهالله
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Muara  Tebo  yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak  antara :

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Dagang,

tempat  tinggal  di  Jalan  Patimura  RT.004  RW.  006

Kelurahan  Wirotho  Agung Kecamatan  Rimbo  Bujang

Kabupaten Tebo, sebagai Pemohon; 

melawan

Termohon, umur  35  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  Madrasah  Aliyah,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Lintas

Timur Sumatra (Rumah Makan Ampera Jaya) Desa Ukui

Kecamatan  Ukui  Kabupaten  Pelelawan,  Propinsi  Riau,

sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon  berdasarkan surat gugatannya tertanggal

18 Januari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara

Tebo  dibawah  register  Nomor:  0038/Pdt.G/2016/PA.Mto.  tanggal  18  Januari

2016  telah  mengajukan  permohonan  cerai  talak  dengan  dalil-dalil  sebagai

berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan

suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 Nopember 2005, dihadapan

Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Batipuh

Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatra Barat sebagaimana bukti berupa
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Buku Kutipan Akta Nikah  Nomor: 88/07/XI/2005, tertanggal 16 Nopember

2005, yang dikeluarkan oleh KUA Batipuh Selatan, Kabupaten Tanah Datar,

Sumatra Barat;

2. Bahwa  pada  waktu  akad  nikah,  Pemohon  berstatus

jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

3. Bahwa  setelah  akad  nikah  Pemohon  dan  Termohon

hidup  bersama  sebagai  suami-istri  dengan  bertempat  tinggal  di  rumah

Kontrakan  di  Kota  Surabaya  selama  satu  tahun  tahun  sepuluh  bulan,

kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Termohon di

Kelurahan  Wirotho  Agung, Kecamatan  Rimbo  Bujang,  Kabupaten  Tebo

selama enam tahun dan terakhir bertempat kediaman di rumah kontrakan di

Kelurahan yang sama, sampai akhirnya berpisah;

4. Bahwa  dari  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan

Termohon telah dikaruniai dua orang anak bernama:

a. Anak 1  (Pr), Lahir: tahun 2006

b. Anak 2 (Pr), Lahir : tahun 2010

Anak-anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

5. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dengan

Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak awal Mei 2015

antara  Pemohon  dengan  Termohon  sering  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran yang disebabkan: 

a. Termohon  selalu  meminta  lebih  dari  penghasilan  Pemohon  padahal

Pemohon  sudah  berusaha  memenuhi  keinginan  Termohon  namun

hasilnya;

b. Termohon sudah tidak turut lagi pada Pemohon dalam hal baik-baik;

6. Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara

Pemohon  dengan  Termohon  terjadi  pada  pertengahan  Agustus  2015,

Termohon  pergi  meninggalkan  rumah  kediaman  bersama  tanpa  seizin

Pemohon ke rumah orangtua Termohon sebagaimana alamat Termohon di

atas.  sejak  saat  itulah  antara  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat

tinggal sampai sekarang sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak
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dapat  menjalankan  kewajiban  masing-masing  sebagaimana  layaknya

suami-istri;

7. Bahwa,  usaha  damai  dari  keluarga  sudah  pernah

dilaksanakan namun tidak berhasil.

8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa rumah

tangga  Pemohon  dengan  Termohon  sudah  tidak  harmonis  dan  tidak

mungkin dipertahankan lagi. 

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka

selanjutnya Pemohon memohon kepada  Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo

Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk : 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon untuk  mengucapkan  ikrar  talak  terhadap

Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Pemohon dan

Termohon telah  hadir  sendiri  di  Persidangan,  dan  oleh  Ketua  Majelis  telah

diusahakan  perdamaian  kepada  masing-masing  pihak,  dengan  menasehati

para pihak agar dapat rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa,  Majelis  Hakim  telah  berusaha  mendamaikan  dengan  jalan

memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun

kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah pula memerintahkan kepada Pemohon dan

Termohon  untuk  menempuh  upaya  damai  melalui  proses  mediasi,  dan

berdasarkan  kesepakatan  kedua  pihak  ditunjuk  Sdr.  Ahmad  Affendi,  S.Ag

sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor  0038/Pdt.G/2016/PA.Mto.

tanggal 10 Maret 2016;

Bahwa berdasarkan laporan hasil  mediasi  yang disampaikan hakim

mediator, bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilanjutkan  dengan

membacakan surat permohonan Pemohon,  yang pada pokoknya tetap pada

permohonannya;
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Menimbang,  bahwa atas permohonan Pemohon tersebut,  Termohon

tidak dapat didengar tanggapan/jawaban karena Termohon tidak pernah hadir

lagi di muka sidang:

Bahwa  untuk  meneguhkan  dalil  permohonannya,  Pemohon  telah

mengajukan bukti  surat berupa :

1. Fotokopi  Buku  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

88/07/XI/2005 , tanggal 16 Nopember 2005 , yang dikeluarkan oleh Kantor

Urusan  Agama  Kecamatan  Batipuh  Selatan,  Kabupaten  Tanah  Datar,

Sumatra Barat , Kabupaten Tebo. Bukti surat tersebut telah diberi materai

yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu

oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2. Fotokopi  Kartu  Tanda  Penduduk  a.n.  Zulfikar

(Pemohon)  NIK:1509042401820001 yang  dikeluarkan  oleh  Pemerintahan

Kabupaten Tebo,  tanggal  16  Juni  2012.  Bukti  surat  tersebut  telah  diberi

materai  yang  cukup dan  telah  dicocokkan dengan  aslinya  yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

  Bahwa selain bukti  tertulis  sebagaimana tersebut  di  atas,  Pemohon

juga  telah  menghadirkan  bukti  saksi  di  muka  sidang  yang  atas  pertanyaan

Ketua Majelis masing-masing mengaku bernama : 

1. Saksi  1  P,  umur  42  tahun,  agama Islam,  pekerjaan  Dagang,  bertempat

tinggal  di  Jalan  Pahlawan  RT.01  RW.07  Kelurahan  Wirotho  Agung,

Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;, yang menerangkan di bawah

sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi  adalah tetangga Pemohon Pemohon dan Termohon;   

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa saksi  tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di di Jawa

kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah Pemohon

di  Kelurahan  Wirotho  Agung,  Kecamatan  Rimbo  Bujang,  Kabupaten

Tebo, dan terakhir  bertempat kediaman di  rumah kontrakan di  alamat

yang sama di daerah Rimbo Bujang;
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-Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, yang

sekarang bersama Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan

harmonis,  tapi  kemudian  sejak  awal  tahun  2012  tidak  harmonis  dan

sering berselisih;

- Bahwa saksi  pernah melihat perselisihan Pemohon dan Termohon; 

- Setahu saksi  penyebab perselisihan karena Termohon meminta lebih

dari penghasilan Pemohon, bahkan Termohon pernah membandingkan

pendapatan  Pemohon  lebih  sedikit  dari  penghasilan  saksi,  dan

Termohon sudah tidak mau menuruti nasehat yang baik dari Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi

sejak lebaran tahun 2015;

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 8

(delapan) bulan;

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu

lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa setahu saksi  sudah ada upaya untuk merukunkan  Pemohon

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi  2  P,  umur  32  tahun,  agama  Islam,  pekerjaan  Swata  (bengkel),

bertempat  tinggal  di  Jalan  Pahlawan  RT.01  RW.05  Kelurahan  Wirotho

Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;, yang menerangkan di

bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saksi  adalah tetangga Pemohon dengan jarak rumah kurang

lebih 100 m; 

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa saksi  tidak tahu saat Pemohon dan Termohon menikah;

- Bahwa setahu saksi selama ini Pemohon dan Termohon  bertempat

tinggal  di  rumah  kontrakan  di  Kelurahan  Wiroto  Agung,  Kecamatan

Rimbo Bujang;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang orang anak,

yang sekarang bersama Termohon;
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan

harmonis,  tapi  kemudian  sejak  awal  tahun  2012  tidak  harmonis  dan

sering berselisih;

- Bahwa saksi  tidak pernah melihat perselisihan Pemohon dan

Termohon,  tapi  saksi  pernah  mendengar  cerita  dari  teman-teman

Pemohon;

-Setahu saksi  penyebab perselisihan karena Tergugat karena Termohon

meminta lebih dari  penghasilan Pemohon,  dan Termohon sudah tidak

mendengar nasehat dari Pemohon;

-Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak satu rumah lagi

sejak lebaran tahun 2015;

-Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang

lebih delapan bulan; 

- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tidak pernah bersatu

lagi sampai dengan sekarang;

- Bahwa setahu saksi  sudah ada upaya untuk merukunkan  Pemohon

dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa,  terhadap  keterangan  kedua  orang  saksi  tersebut  di  atas

Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat

dimintakan  tanggapannya   karena  Termohon  tidak  pernah  datang  lagi

kepersidangan;

Bahwa, selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara

lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan

Termohon dan  selanjutnya mohon putusan ; 

Bahwa,  untuk  meringkas  uraian  putusan  ini  mengenai  jalannya

persidangan  untuk  selengkapnya  ditunjuk  kepada  hal  ihwal  sebagaimana

terurai  dalam berita  acara  persidangan  yang  dijadikan  bahan  pertimbangan

dalam  putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;
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Menimbang,  bahwa berdasarkan surat  permohonan  Pemohon  yang

terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Muara  Tebo  Nomor

0038/Pdt.G/2016/PA.Mto..  ;  pokok  perkara  ini  adalah  perkara  sengketa

perkawinan maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1)  huruf (a) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama  dan Perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009   perkara ini menjadi wewenang absolut

Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  di  dalam  persidangan  telah

berusaha  mendamaikan  dengan  memberikan  arahan  dan  nasihat  kepada

Pemohon agar rukun kembali  dengan Termohon  sesuai ketentuan Pasal 82

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1989  yang  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  Undang-Undang  Nomor  50  Tahun  2009

tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Peradilan Agama, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa sebagaimana dimanatkan dalam Perma Nomor 1

tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan  kedua  pihak  telah

diperintahkan untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi ditunjuk

Sdr Ahmad Effendi, S. Ag. sebagai hakim mediator dengan Penetapan Nomor

0038/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 25 Februari 2016;

Menimbang,  bahwa   berdasarkan  laporan  hakim  mediator  Nomor

0038/Pdt.G/2016/PA.Mto. tanggal 10 Maret 2016, bahwa upaya mediasi telah

dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa  Pemohon mengajukan ijin untuk menjatuhkan talak

terhadap  Termohon  dengan  alasan  karena  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon  telah  tidak  harmonis  dan  sering  berselisih  disebabkan  karena

Termohon  merasa  kurang  dengan  penghasilan  Pemohon,  selain  itu  juga

Termohon  sudah tidak  mendengarkan kata-kata  Pemohon,  Dan  sejak  bulan

Agustus  2015  Pemohon  dan  Termohon  berpisah  tempat  tinggal  dan  tidak

pernah bersatu lagi meskipun telah diupayakan untuk rukun akan tetapi tidak

berhasil;
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Menimbang,  bahwa  Pemohon  selanjutnya  mengajukan  alat  bukti

surat  dan  saksi  di  persidangan,  dan  akan  dipertimbangkan  majelis  sebagai

berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan akta

nikah atas nama Pemohon dan Termohon, yang secara formil telah memenuhi

syarat pembuktian; dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan secara materiil

menunjukkan adanya hubungan perkawinan yang sah antara Pemohon dan

Termohon; dan berdasarkan ketentuan Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 132 KHI;

Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut dapat dijadikan bukti di persidangan

dan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, dan

Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona

standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 serta dikaitkan dengan  relaas

Termohon  dan  tidak  adanya  bantahan  dari  Termohon  terbukti  berdomisili  di

wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Muara Tebo sehingga perkara ini menjadi

kewenangan relatif  Pengadilan Agama Muara Tebo (sesuai dengan pasal 66

ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang  bahwa berdasarkan  bukti  saksi  Pemohon  masing-masing

bernama 1. Muh. Usman bin Asir, dan  2. Febrian bin M. Nur yang secara formil

telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan secara

materiil,  keterangan  saksi  tersebut  saling  berkaitan  satu  sama  lain  dan

mendukung dalil permohonan Pemohon, maka keterangan saksi-saksi tersebut

dapat diterima;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  keterangan  dua  orang  saksi  secara

formil telah  memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan, dan

secara  materiil,  keterangan saksi  tersebut,  saling  berkaitan  dan mendukung

dalil permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

- Bahwa  rumah  tangga  Pemohon  dan  Termohon  telah

tidak harmonis dan berselisih secara terus menerus;
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- Bahwa  akibat  perselisihan  tersebut,  antara  Pemohon

dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa telah ada upaya untuk merukunkan Pemohon

dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  permohonan  Pemohon  serta

dikaitkan dengan bukti tertulis serta saksi-saksi di persidangan, maka Majelis

Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak

harmonis  dan berselisih   sejak  tahun 2012  disebabkan Termohon tidak

menerima dengan penghasilan Pemohon;

2. Bahwa  akibat  perselisihan  Pemohon  dan  Termohon

yang terus menerus, Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal  yang

sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 8 (delapan) bulan dan

selama itu pula tidak pernah bersatu layaknya suami isteri;

3. Bahwa usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak

telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai

bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon   adalah karena dalam

rumah  tangga  Pemohon  dengan  Termohon  terjadi  perselisihan  yang  terus

menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan

ketentuan Pasal 19 hurup (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan

karenanya  secara  formal  permohonan  Pemohon    dapat  diterima  dan

dipertimbangkan selanjutnya; 

Menimbang, bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga

tidaklah identik  dengan pertengkaran mulut,  rumah tangga dapat  dinyatakan

terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling

percaya  dan  saling  melindungi,  maka  dengan  ditemukannya  fakta  antara

Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah /pisah ranjang, menunjukkan

bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan

saling  pengertian  dan  sudah  tidak  ada  lagi  komunikasi  suami  isteri  yang

harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil  Pemohon  yang  tidak  ada

bantahan dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Pemohon

dengan Termohon  yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi  yang pada

intinya  menjelaskan  antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi

perselisihan  dalam  rumah  tangga,  sementara  majelis  juga  telah  berupaya

mendamaikan  pihak  berperkara  namun  Pemohon terutama  tetap  bersikeras

ingin bercerai  dengan Termohon yang menunjukkan bahwa Pemohon sudah

tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Termohon, maka majelis dapat

menarik  suatu  kesimpulan  yang  merupakan  fakta  adalah  bahwa  antara

Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi  perselisihan  dalam  rumah  tangga

yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung

Republik  Indonesia  tanggal,  17  Maret  1999  nomor  237/K/  AG/1998  yang

mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak

dalam satu tempat  kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat  untuk

meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan

fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan

maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  alasan  perceraian  telah  terbukti

sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975

serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian

sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi jo.pasal 82 ayat

(2)  Undang-Undang  nomor  7  tahun  1989  juncto  Undang-Undang  Nomor  3

tahun 2006 dan pasal 31 ayat (1) dan (2), ternyata tidak berhasil (telah gagal),

maka dalam hal ini Perceraian a quo dipandang sebagai “Tasrih bi ihsan”, hal

ini relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab  At

Thalaq Min Asy Syari’atil Islamiyah Wal Qonun halaman 40 yang diambil alih

sebagai pendapat majelis dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut;

Artinya:”Sesungguhnya  sebab  diperbolehkannya  melakukan

perceraian  adalah  adanya  kehendak  untuk  melepaskan  ikatan  Perkawinan

ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci
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antara  suami  isteri  yang  mengakibatkan  tidak  adanya  kesanggupan  untuk

menegakkan hukum Allah”

 Menimbang,  bahwa  dengan  ditemukannya  fakta  antara  Pemohon

dengan Termohon  telah pisah rumah selama kurang lebih 8 (delapan) bulan,

hal itu menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi

saling  percaya  dan  saling  pengertian  dan  sudah  tidak  ada  lagi  komunikasi

suami  isteri  yang harmonis yang merupakan bagian dari  gejala  perselisihan

dalam rumah tangga; 

Menimbang,  bahwa   dengan  adanya   fakta-fakta  tersebut  telah

merupakan  bukti bahwa rumah tangga  antara Pemohon dengan Termohon

telah  pecah,  dan  sendi-sendi  rumah  tangga  telah  rapuh  dan  sulit  untuk

ditegakkan  kembali  yang  dapat  dinyatakan  bahwa  rumah  tangga  antara

Pemohon  dengan  Termohon  telah  rusak  (broken  marriage)   sehingga  telah

terdapat  alasan  untuk  bercerai  sebagaimana  dimaksud   pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975  sejalan dengan Pasal 116  huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Majelis

berpendapat  bahwa   antara  Pemohon  dengan  Termohon  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan

dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu telah cukup

alasan  bagi  Pemohon  untuk  melakukan  perceraian  dengan  Termohon

berdasarkan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 hurup (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 hurup (f)  KHI ,

dengan demikian  permohonan Pemohon  dapat  dikabulkan  dengan  memberi

izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i  terhadap Termohon

didepan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

 Menimbang bahwa dalam perkara ini  relevan dengan Firman Allah

dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

عليم سميع الله فإن الطلق عزموا وإن

Artinya : "Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka

sesunguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"
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 Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan di Kantor Urusan Agama

Kecamatan,  maka  Panitera  Pengadilan  Agama  berkewajiban  untuk

mengirimkan  sehelai  salinan  putusan  yang  telah  berkekuatan  hukum  tetap

kepada Pegawai Pencatat  Nikah yang wilayahnya meliputi  tempat kediaman

Pemohon   dan  Tergugat  dan  Pegawai  Pencatat  Nikah  tempat  perkawinan

dilangsungkan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu

sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009;

Menimbang,  bahwa perkara ini  termasuk bidang perkawinan,   maka

berdasarkan pasal  89 ayat  (1)  Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989  yang

telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 yang merupakan

perubahan  kedua,  maka  semua   biaya   yang  timbul  akibat  perkara  ini

dibebankan kepada Pemohon ;

               Menimbang dan mengingat serta memperhatikan segala ketentuan

perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan

perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Zulfikar  bin  Zafrul

Dt.Bandaro) untuk  menjatuhkan  talak  satu  raj'i  terhadap  Termohon

(Fatmawati binti Bikasi) di depan sidang Pengadilan Agama  Muara Tebo;

3. Memerintahkan  Panitera  Pengadilan  Agama  Muara

Tebo  untuk  mengirimkan  sehelai  salinan  penetapan  kepada  Pegawai

Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Rinbo  Bujang,

Kabupaten  Tebo,  dan  kepada  Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan

Agama,Kecamatan Ukui, Kabupaten Pelelawan, Propinsi Riau dan kepada

Pegawai  Pencatat  Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Batipuh

Selatan, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat untuk dicatat

dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
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4. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar

biaya  perkara  sebesar  Rp.  531.000,-  (lima  ratus  tiga  puluh  satu  ribu

rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  dalam  permusyawaratan  Majelis

hakim Pengadilan Agama Tebo,  pada hari Kamis tanggal 14 April 2016 Masehi

bertepatan dengan tanggal  6  Syakban 1437 H.  oleh Dra.  Hj.  Ernawati,  S.H

sebagai Hakim Ketua Majelis serta Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H dan Rusydi

Bidawan,  S.H.I  sebagai  hakim-hakim Anggota.  Putusan  tersebut  dibacakan

oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan

dihadiri  oleh  para  Hakim  Anggota  serta  Nur  Amri,  S.  H.,  sebagai  Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ernawati, S.H

         Hakim Anggota                                                          Hakim Anggota

 

Muhammad Siddik, S.Ag.,M.H Rusydi Bidawan, S.H.I

Panitera Pengganti

     

Nur Amri, S. H.

Perincian biaya:

1. Biaya Administrasi : Rp 30.000,- 

1. Biaya Proses : Rp 50.000,-

2. Biaya Panggilan : Rp 440.000,-

3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah  : Rp 531.000,-

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No.0038/Pdt.G/2016/PA.Mto.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13


